
 

  

BERITA NEGARA 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   38/PMK.06/2017 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PELELANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a. bahwa dalam rangka pembinaan profesi dan 

pengembangan karier serta peningkatan profesionalisme 

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai 

pejabat lelang pada Kementerian Keuangan, perlu 

ditetapkan Jabatan Fungsional Pelelang;  

     b.   bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional 

Pelelang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie           

28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil                    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun                     

1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5121); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4332); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5467); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4019);  

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil               

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5258); 

  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 

1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);  

  12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PELELANG. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil 

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional  

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam 

lingkungan instansi pemerintah. 

4. Pelelang adalah PNS pada Kementerian Keuangan yang 

diangkat sebagai pejabat lelang yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus 

untuk melaksanakan penjualan secara lelang. 

5. Pejabat Fungsional Pelelang adalah Pelelang yang 

diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk 

umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau 

lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk 

mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan 

pengumuman lelang. 

7. Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan 

putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain 

yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 
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8. Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk 

melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan 

perundang-undangan diharuskan dijual secara Lelang. 

9. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas barang 

milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha 

yang dilelang secara sukarela. 

10. Minuta Risalah Lelang yang selanjutnya disebut Minuta 

adalah asli risalah Lelang berikut lampirannya, yang 

merupakan dokumen/arsip negara. 

11. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

Pejabat Fungsional Pelelang pada satuan organisasi 

sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 

12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau 

tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan 

sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

13. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat 

kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan unit kerja. 

14. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang 

yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta 

otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. 

15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS. 

16. Unit Kerja adalah kantor pelayanan pada Kementerian 

Keuangan yang menangani pelayanan di bidang Lelang. 

17. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari 

setiap pelaksanaan tugas jabatan. 

18. Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat 

Fungsional Pelelang pada unit yang bersangkutan. 

19. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari 

Pejabat Penilai.  

20. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pelelang adalah jumlah 

dan susunan Jabatan Fungsional Pelelang yang 
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